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Permasalahan tenaga kerja merupakan suatu masalah yang sangat penting karena 
berkaitan dengan kehidupan bagi para pekerja atau buruh. Pemutusan hubungan 
kerja (PHK) adalah berakhirnya hubungan kerja yang di sebabkan karena suatu 
hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara 
pekerja/buruh dengan pengusaha atau majikan. Dalam pemutusan hubungan kerja 
seharusnya dilakukan sesuai dengan prosedur dan harus ada perundingan terlebih 
dahulu serta mempunyai alasan yang jelas. tetapi PHK yang terjadi tidak sesuai 
dengan Pasal 153 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
larangan PHK. Namun pemutusan hubungan kerja tersebut tidak di dadasari oleh 
aturan yang berlaku melainkan keputusan sepihak bukan berdasarkan  
kesepakatan oleh kedua belah pihak. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pelaksanaan Pasal 153 
Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang larangan PHK pada PT 
SBC Katibung Lampung Selatan? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 
Pasal 153 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang larangan PHK 
pada PT SBC Katibung Lampung Selatan? Adapun tujuan penelitian ini untuk 
melihat dan mengetahui pandangan hukum islam tentang tanggung jawab 
perusahaan kepada seseorang yang di PHK dan hak karyawan atas perlindungan 
hukum . 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode field 
research, dan bersifat kualitatif dengan deskriptif analisis yaitu  data yang di 
kumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan diperoleh dari hasil lapangan 
seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian dari kualitatif ini ialah 
ingin menggambarkan realita yang sebenarnya secara rinci dan tuntas. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan pemutusan hubungan kerja 
PHK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 153 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menunjukkan telah adanya ketimpangan 
antara Undang-Undang yang berlaku dengan apa yang telah terjadi di PT SBC 
Katibung Lampung Selatan.  Pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan 
oleh PT SBC Katibung Lampung Selatan dikarenakan buruh tersebut mengikuti 
perserikatan buruh, sedangkan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 153 
ayat (1) huruf G pekerja atau buruh diperbolehkan untuk mendirikan, menjadi 
anggota serta menjadi pengurus serikat pekerja. Pemutusan hubungan kerja secara 
sepihak pada PT SBC Katibung Lampung Selatan dapat dikategorikan dalam 
hukum Islam sebagai perbuatan yang dzalim dan tidak amanah, dikarenakan tidak 
sesuai dengan peraturan tentang ketenagakerjaan yang ada di Indonesia serta 
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A. Penegasan Judul 
Penegasan dalam istilah judul dalam setiap penelitian sangat 
diperlukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan 
kekeliruan di dalam memahami maksud suatu judul. Adapun judul penelitian 
ini adalah “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pasal 153 Ayat 
1 Huruf G Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Larangan 
PHK (Studi PHK Pada PT SBC Katibung Lampung Selatan)”.  Maka 
penulis memandang perlu untuk menegaskan istilah-istilah yang terdapat 
dalam judul yaitu sebagai berikut. 
Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 
penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 
pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan .
1
 
 Hukum Islam adalah ungkapan bahasa hukum  yang umumnya 
digunakan untuk menyatakan  kelompok hukum yang tercakup dalam 
wilayah kajian hukum dalam Islam. Secara umum dalam ungkapan 
keseharian sering juga dinyatakan dengan sebutan syari‟ah atau 
syara
2
.Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan 
manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan 
tuhan,hubungan manusia dengan dirinya sendiri,dan hubungan manusia 
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Novia Maulidya, Devi Arvanike S., Uzlah Septia CP, Kamus Bahasa Indonesia, 
(Surabaya: CV Cahaya AGENCY, 2013), h. 52. 
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dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan antara manusia 
dengan benda alam yang ada disekitarnya.                                            
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
adalah Undang-Undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan untuk 
menghasilkan perusahaan yang professional, memiliki nilai, etika, serta 
beroperasi dan berjalan sesuai dengan undang-undang yang mengatur. 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan 
kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan 
kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud 
judul skripsi ini adalah suatu penguraian mengenai ketenagakerjaan, yang 
mana di dalamnya mengatur segala hal yang terkait dengan tenaga kerja, 
pekerja atau buruh, pemberi kerja serta pengusaha dan perusahaan, akan 
tetapi peneliti akan lebih membahas mengenai pemutusan hubungan kerja 
secara sepihak. Berdasarkan penjelasan judul tersebut di atas, maka maksud 
judul skripsi ini adalah suatu penelitian yang mendalam untuk mengkaji dan 
mendalami pandangan hukum Islam tentang pemutusan hubungan kerja 
sepihak. 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul “Analisis Hukum 
Islam Terhadap Pelaksanaan Pasal 153 Ayat 1 Huruf G Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Larangan PHK (Studi PHK Pada PT SBC 





1. Alasan Objektif 
Pemutusan hubungan kerja tidak boleh dilakukan secara sepihak 
dan sewenang-wenang, PHK hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan 
tertentu setelah diupayakan bahwa PHK tidak perlu terjadi. Beberapa 
perusahaan sering ditemukan melakukan pemutusan hubungan kerja 
secara sepihak tanpa diketahui publik. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang ketenagakerjaan diharapkan dapat mengatur sistem 
perusahaan dan segala hal yang berhubungan di dalamnya. 
2. Alasan subjektif  
a. Tersedianya literatur yang menunjang untuk penyelesaian skripsi  ini. 
b. Kajian ini sangat relevan dengan disiplin ilmu di fakultas Syariah 
terutama Jurusan Siyasah. 
C. Latar Belakang Masalah  
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hakikat 
pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya 
dan pembangunan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, sebagaimana 
yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke4 yang berbunyi 
”kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian 





Peran tenaga kerja merupakan faktor penting sebagai pelaku dan 
tujuan pembangunan. Oleh karena itu diperlukan pembangunan 
ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran serta di 
dalam pembangunan serta perlindungan tenaga kerja sesuai dengan prosedur 
yang berlaku. Dalam hal perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan 
untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan perlakuan 
tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan 
pekerja dengan tetap memperhatikan kemajuan dunia usaha. 
Secara keseluruhan, hak pekerja merupakan bagian dari hak asasi 
manusia. Hak merupakan konsep yuridis, mengandung batasan hak dan 
kewajiban.
3
 Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan 
dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal, mewujudkan pemerataan 
kesempatan kerja, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam 
mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. Masalah ketenagakerjaan menjadi 
masalah yang cenderung tidak terselesaikan hingga saat ini, walaupun sudah 
banyak upaya untuk mengatasinya. Dimana kondisi ketenagakerjaan di 
Indonesia sampai saat ini masih dihadapkan pada beberapa masalah. Masalah 
yang dihadapi adalah tidak seimbangnya jumlah kesempatan kerja, rendahnya 
keterampilan dan tingkat produktivitas tenaga kerja, distribusi tenaga kerja 
yang tidak merata dengan baik regional maupun sektoral, serta perlindungan 
dan kesejahteraan tenaga kerja.
4
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 Philipus M.Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Jakarta: Peradaban, 
2007), h. 34. 
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Terkait dengan masalah perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, 
ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu antara lain: upah 




Kondisi ketenagakerjaan yang telah diuraikan di atas, sangat potensial 
dapat menimbulkan masalah-masalah dalam hubungan industrial. Masalah 
tersebut antara lain: perselisihan, pemogokan, dan tidak jarang berakhir 
dengan adanya tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pengusaha. 
Apabila seorang pekerja mengalami PHK, maka penyelesainnya memerlukan 
waktu yang lama, namun dalam proses penyelesaian tersebut upah yang biasa 
diterimanya belum tentu diterima secara penuh. 
Hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya hubungan kerja harus 
disepakati secara bersama oleh pekerja dan pengusaha, juga tidak boleh 
kurang dari standard minimum yang diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan 
yang berlaku. Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, oleh karena itu pemerintah 
menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja yang meliputi 




PHK sering kali menimbulkan keresahan khusunya bagi para pekerja, 
PHK memberikan dampak phychologis, economis financial bagi para pekerja 
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Suwarto, Hubungan Internasional dalam Praktek Asosiasi Hubungan Industrial 
Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika), 2003, h. 210. 
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 PHK bagi para pekerja merupakan awal dari pengakhiran. 
Pengakhiran dari mempunyai pekerjaan, pengakhiran membiayai keperluan 
hidup sehari-hari bagi dirinya dan keluarganya, pengakhiran kemampuan 
menyekolahkan anak-anak dan sebagainya. Oleh karena itu, pihak-pihak yang 
terlibat dalam hubungan industrial seperti pengusaha, pekerja dan pemerintah 
mengusahakan dengan segala upaya agar tidak terjadi PHK. 
Dalam hubungan kerja perbedaan pendapat yang mengakibatkan 
pertentangan kepentingan antara pengusaha dan pekerja biasa saja terjadi, 
yang dapat mengakibatkan adanya perselisihan hubungan industrial. 
Perselisihan hubungan industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial Pasal 1 angka 1 
Undang-Undang PHI menyebutkan bahwa: “perselisihan hubungan industrial 
adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara 
pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat 
atau pekerja buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan 
kepentingan, perselisihan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat 
pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan”  Potensi perselisihan 
hubungan industrial ada sejak terjadinya hubungan industrial, konteksnya 
sejak ada hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha dengan 
berlakunya undang-undang PHI maka yang berwenang yang menyelesaikan 
perselisihan ialah pengadilan negeri di ibu kota provinsi yang wilayah 
kerjanya meliputi provinsi bersangkutan dan pada MA pada kasasi. 
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 F.X. Jumaialdi, Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila (Jakarta: 





Setidaknya telah terjadi PHK secara sepihak terhadap pekerja di PT 
SBC Katibung Lampung Selatan. Hal ini memberikan dampak negatif bagi 
pekerja yang di PHK secara sepihak tanpa adanya alasan dan perundingan 
antara kedua belah pihak tersebut, berawal pada bulan Desember 2017, 
dimana perusahaan melakukan diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil 
oleh pihak perusahaan. Dimana pekerja yang sudah mengabdikan diri selama 
kurang lebih 5 tahun di perusahaan PT SBC Katibung Lampung Selatan tanpa 
ada alasan yang memperkuat. Para pekerja merasa mereka diberhentikan 
secara tidak hormat karena PHK terjadi dengan cara dilakukannya tanpa 
adanya perundingan terlebih dahulu Kasus PHK yang terjadi antara pekerja 
dengan pengusaha PT SBC Katibung Lampung Selatan merupakan suatu 
perselisihan hubungan industrial yakni perselisihan PHK. Perselisihan 
hubungan industrial terdiri dari: perselisihan hak, perselisihan kepentingan, 
perselsihan hubungan kerja dan perselisihan mengenai upah yang tidak 
sesuai. 
Upaya mengatasi kecemasan terhadap pemutusan hubungan kerja 
salah satuya adalah individu atau karyawan harus memiliki karakteristik 
kepribadian yang mampu dijadikan sebagai salah satu pertahanan psikologis 
mengatasi kecemasan tersebut,
8
 akan tetapi dalam kasus yang terjadi di PT 
SBC Katibung Lampung Selatan  adalah adanya pemutusan hubungan kerja 
tanpa adanya hal-hak yang membolehkan pemutsan hubungan kerja 
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sebagaimana yang diatur dalam Pasal 153 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 yang berbunyi : 
Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan 
alasan : 
1. Pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan 
dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-
menerus  
2. Pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi 
kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku 
3. Pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya 
4. Pekerja/buruh menikah 
5. Pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau 
menyusui bayinya 
6. Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan 
dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah 
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja 
bersama 
7. Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat 
pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat 
pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas 
kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 





8. Pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib 
mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan 
9. Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, 
golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan 
10. Pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, 
atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter 
yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.
9
 
Hubungan industrial merupakan suatu sistem hubungan yang 
terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang atau jasa, yaitu pekerja, 
pengusaha, dan pemerintah. Hubungan industrial diarahkan untuk 
menumbuhkembangkan hubungan yang harmonis atas dasar kemitraan yang 
sejajar dan terpadu di antara para pelaku dalam proses produksi barang atau 
jasa yang didasarkan atas nilai-nilai luhur budaya bangsa yang terkandung 
dalam sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam 
melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi 
menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, 
dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan Perundang-
Undangan ketenagakerjaan. Selain itu, pekerja/buruh dan serikat 
pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai 
dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, 
menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan 
keahliannya serta ikut memajukannya perusahaan dan memperjuangkan 
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perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. 
Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi 
pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan 
usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan 
pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. 
Pengusaha dilarang menghalang-halangi pekerjanya untuk 
membentuk dan menjadi anggota gabungan serikat pekerja pada perusahaan 
atau membentuk dan menjadi anggota gabungan serikat pekerja sesuai dengan 
sektor usaha. Pekerja yang menduduki jabatan tertentu atau tugas dan 
fungsinya dapat menimbulkan pertentangan kepentingan antara pengusaha 
dan pekerja, atau posisinya mewakili kepentingan pengusaha tidak dapat 
menjadi pengurus serikat pekerja. Selanjutnya serikat pekerja berhak : 
a. Melakukan perundingan dalam pembuatan perjanjian kerja bersama 
b. Sebagai pihak dalam penyelesaian perselisihan industrial. 
Serikat pekerja pada perusahaan dan gabungan serikat pekerja harus 
terdaftar pada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
10
Seharusnya sebuah perusahaan wajib memiliki 
peraturan perusahaan. Hal ini, penting salah satunya untuk menjaga 
keteraturan baik secara organisasional, dalam hal ritme kerja, maupun disiplin 
kerja pada perusahaan. Selain itu, adanya peraturan perusahaan juga sekaligus 
sebagai bentuk perwujudan dari perlindungan terhadap pekerja maupun 
pengusaha, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan perusahaan 
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terdapat banyak hal internal yang akan berpotensi menimbulkan kekacauan 
apabila tidak terdapat pengaturannya dalam peraturan perusahaan. Segala 
ketentuan yang termuat dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun 
dalam penyusunannya, peraturan perusahaan disusun dengan memerhatikan 
saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang 
bersangkutan. 
Pada dasarnya setiap pekerja berhak untuk membentuk serikat pekerja 
sebagaimana pada Pasal 104 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang ketenagakerjaan yang berbunyi “setiap pekerja atau buruh berhak 
membentuk dan menjadi anggota pekerja atau serikat buruh‟‟. Kebebasan 
untuk membentuk, masuk atau tidak masuk menjadi anggota serikat pekerja 
atau serikat buruh merupakan salah satu hak dasar pekerja atau buruh. Serikat 
pekerja adalah organisasi yang di bentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau 
buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, 
terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan 
membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta 
meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. 
Perlindungan serikat buruh atau di sebut Union Busting perlindungan 
hukum terhadap praktik Union Basting di atur dalam Pasal 28 Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang berbunyi „‟Siapapun dilarang 
menghalang-halangi atau memaksa pekerja atau buruh untuk membentuk atau 





anggota atau tidak menjadi anggota, menjalankan atau tidak menjalankan 
kegiatan serikat pekerja atau buruh dengan cara :  
1. Melakukan pemutusan hubungan kerja, pemberhentian sementara, 
menurunkan jabatan atau melakukan mutasi 
2. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja atau buruh 
3. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun 
4. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja atau buruh  
Perkembangan zaman semakin maju, perusahaan-perusahaan semakin 
banyak akan tetapi masalah antara pekerja/buruh dan majikan/perusahaan 
juga semakin bermacam-macam salah satu permasalah perburuhan yang 
muncul yaitu mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK), dimana 
permasalahan tersebut sangat urgent bagi pihak pekerja/buruh. Oleh sebab itu 
perlu dikaji bagaimana pandangan Hukum Islam menanggapi permasalahan 
mengenai pemutusan hubungan kerja yang semakin banyak terjadi pada 
pekerja/buruh yang bekerja pada pengusaha/majikan. Dalam suatu pemutusan 
hubungan kerja pasti diawali dari adanya hubungan kerja. Hubungan kerja 
tersebut tertuang dalam sebuah kontrak (akad) kerja. Kontrak (akad) kerja 
tersebut berisi tentang kewajiban-kewajiban dan hak-hak antara pekerja/buruh 
dengan perusahaan/majikan. Oleh karena itu, apabila melakukan suatu akad 
atau suatu perjanjian kerja harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang 






إَِذا  َٔ هَِٓا  ْۡ ٰٓ أَ ِت إِنَىَٰ ََُٰ ْٔا ٱۡۡلََيَٰ َ يَۡأُيُرُكۡى أٌَ تَُؤدُّ ٌَّ ٱَّللَّ ٍَ إِ تُى بَۡي ًۡ َحَك
 ٌَ َ َكا ٌَّ ٱَّللَّ ٓۦٰۗٓ إِ ِّ ا يَِعظُُكى بِ ًَّ َ َِِع ٌَّ ٱَّللَّ ْٕا بِٱۡنَعۡدِلِۚ إِ ًُ ٱنَُّاِس أٌَ تَۡحُك
ا بَِصيٗر۞ يَعَۢ ًِ  َس
Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 




Berdasarkan ketentuan ayat di atas menjelaskan bahwa pekerja dan 
majikan harus melaksanakan segala kewajiban-kewajiban yang tertuang 
dalam kontrak kerja tersebut. Pihak pekerja/buruh harus memberikan hak-hak 
majikan/pengusaha sebagaimana yang tertuang dalam kontrak (akad), dan 
juga majikan/pengusaha juga harus memberikan hak-hak pekerja/buruh 
sebagaimana mestinya. 
Dalam membuat sebuah kontrak kerja tersebut majikan/pengusaha dan 
pekerja/buruh harus memperhatikan asas-asas berkontrak. Asas-asas kontrak 
tersebut dijadikan sebagai alasan dikemudian hari apabila terjadi 
permasalahan maka perusahaan/majikan dapat menyelesaikan permasalahan 
tersebut yang didasarkan pada perjanjian/akad yang telah pengusaha/majikan 
dan pekerja/buruh buat. Asas-asas akad ini dapat dijadikan dasar dalam 
melakukan akad antara dua orang yang berakad. Di mana agar akad tersebut 
terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan kemudian hari antara dua pihak 
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yang melakukan akad tersebut, asas-asas tersebut yaitu asas kebebasan (Al- 
Hurriyah), asas persamaan atau kesetaraan (Al-Musawamah), asas keadilan 
(Al-„Adalah), asas kerelaan/konsensualisme (Al-Ridhaiyyah), asas kejujuran 
dan kebenaran (Ash-Shidq), asas kemanfaatan (Al-Manfaat), dan asas tertulis 
(Al-Kitabah). Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) 
sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena 
itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka 
sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak 
akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.  
Berdasarkan penjelasan Ayat tadi maka seorang pengusaha/majikan 
dengan pekerja/buruh harus berpegang pada asas kebebasan (al-hurriyah) 
dalam melakukan akad. Di mana akad yang dilakukan oleh 
pengusaha/majikan dengan pekerja/buruh yaitu tanpa ada paksaan dari 
siapapun. Karena suatu akad yang di dasarkan atas suatu paksaan maka akan 
menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Sehingga akad harus benar-benar 
dibuat oleh kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut agar terhindar 
dari segala unsur paksaan baik dari dirinya sendiri maupun paksaan dari pihak 
lain. 
D. Fokus Penelitian 
Ruang lingkup penelitian merupakan bagian yang membatasi serta 
menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Ruang 
lingkup penelitian berguna untuk memberi batasan agar penelitian dapat 





akan lebih mudah dan fokus dengan penelitian yaitu mengenai “Analisis 
Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pasal 153 Ayat 1 Huruf G Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Larangan PHK (Studi PHK Pada PT 
SBC Katibung Lampung Selatan)‟‟. 
Pembatasan ruang lingkup penelitian didasarkan pada permasalahan 
yang dibahas pada latar belakang masalah yang dijelaskan secara rinci dan 
ringkas ke dalam identifikasi masalah. Jadi, fokus penelitian dalam penelitian 
ini adalah menjelaskan bagaimana penyelesaian yang seharusnya sesuai 
dengan undang-undang yang berlaku mengenai pemutusan hubungan kerja 
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan 
melihat analisis hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan Studi PHK Pada PT SBC Katibung Lampung 
Selatan secara lebih mendalam.  
E. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 153 Ayat 1 Huruf G Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang larangan PHK pada PT SBC Katibung 
Lampung Selatan? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 153 Ayat 1 Huruf G 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang larangan PHK pada PT 







F. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui prosedur pemutusan hubungan kerja yang diatur 
dalam Pasal 153 Ayat 1 Huruf G Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang ketenagakerjaan. 
2. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap pemutusan 
hubungan kerja dalam Pasal 153 Ayat 1 Huruf G Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 
G. Signifikasi Penelitian  
1. Secara Teoritis  
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi khazanah 
pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya yang berkaitan 
dengan Hukum Tata Negara. 
b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pemutusan 
hubungan kerja secara sepihak, dan sumbangan perbendaharaan 
pustaka dalam ilmu Hukum Tata Negara.  
2. Secara praktis  
a. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya. 
b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan 
masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis. 
c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih 







H. Metode Penelitian  
1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian 
Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam 
suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat 
suatu kesimpulan. Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat kualitatif 
dengan pendekatan deskriptif, artinya data yang dikumpulkan bukan 
berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah 
wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Sehingga yang menjadi 
tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita 
empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.
12
 Oleh 
karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan 
mencocokan antara realita empiric dengan teori yang berlaku dengan 
menggunakan metode deskriptif. 
Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang 
tepat, penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam 
masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-
situasi tertentu termasuk hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-
sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang 
berlangsung serta pengaruh dari sebuah fenomena. Peneliti ingin 
menguraikan dan menggambarkan apa adanya mengenai penyelesaian 
pemutusan hubungan kerja agar tidak terjadi PHK secara sepihak. 
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2. Desain Penelitian  
Desain penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini 
adalah menggunakan gabungan penelitian lapangan (field research). 
Pengambilan data dari tempat yang menjadi subyek penelitian langsung 
yaitu PT SBC Katibung Lampung Selatan.Dalam penelitian ini peneliti 
memfokuskan pada bagaimana PT SBC Katibung Lampung Selatan 
dalam melakukan pemutusan hubungan kerja. 
3. Partisipan dan Lokasi Penelitian  
Partisipan yang dimaksud adalah informan yang mendukung dalam 
penelitian ini. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini  
menggunakan teknik pengumpulan data purposive sampling yaitu 
memilih informan yang dianggap mampu representative dalam 
memberikan informasi dan fakta. kriteria yang menjadi informan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Bagian dari PT SBC Katibung Lampung Selatan 
b. Terlibat dan menjadi bagian dari personalia PT SBC Katibung 
Lampung Selatan  
4. Jenis dan Sumber Data  
Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data 
diperoleh.
13
Sumber data ialah unsur utama yang dijadikan sasaran dalam 
penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitain ini. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data,yaitu: 







a. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan 
survey lapangan menggunakan metode pengumpulan data dan 
orisinal.
14
 Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang terkait 
Lampung termasuk juga hasil wawancara dengan informan mengenai 
PHK di PT SBC Katibung Lampung Selatan. 
b. Data sekunder 
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 
diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 
(dicatat dan diperoleh dari pihak lainnya). Data sekunder umumnya 
berupa bukti, pencatatan atau pelaporan historis yang telah tersusun 
dalam arsip (data dokumenter) dengan cara dipublikasikan seperti 
buku-buku yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, Undang-Undang, 
maupun Al-quran yang berkaitan dengan penelitian ini. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini ini peneliti menggunakan 
teknik sebagai berikut: 
a. Observasi 
Observasi adalah peneliti melakukan penelitian secara langsung 
dilokasi penelitian. Sambil melakukan pengamatan peneliti ikut 
melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data. Observasi yang 
digunakan adalah observasi partisipan di mana peneliti turun langsung 
                                                             
14
E Kristi Poerwandari, Pendekatan Kualitatif Dalam Pendidikan Psikologi (Jakarta: 





mengamati perilaku dan aktitas individu dilokasi penelitian yaitu PT 
SBC Katibung Lampung Selatan. Dalam penelitian ini peneliti 
merekam atau mencatat baik secara terstruktur maupun semi struktur 
aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian. 
b. Wawancara / interview 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalahan yang harus diteliti. 
6. Teknik Pengolahan Data 
Setelah sumber data sudah terkumpul berdasarkan sumber diatas, 
maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang 
sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai 
berikut: 
a. Pemeriksaan (editing) 
b. Penandaan (coding) 
c. Penyusunan (reconstructing)  
d. Sistematika berdasarkan pokok bahsan dan sub pokok bahsan yang di 
identifikasi dari rumusan masalah (systematizing)
15
 
7. Teknik Analisa Data  
Menurut Nasution, analisa data adalah “proses menyusun, 
mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk 
memahami maknanya”. Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat 
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dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu digambarkan 
dengan kata-kata atau kalimat, kemudia dipisah-pisahkan menurut 
kategori untuk diambil suatu kesimpulan.
16
 Dalam penelitian kualitatif 
ada banyak analisis data yang dapat digunakan.Namun demikian, semua 
analisis data penelitian kualitatif biasanya mendasarkan bahwa analisis 
data dilakukan sepanjang penelitian. Dengan kata lain, kegiatannya 
dilakukan bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data. 
Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah 
data melalui proses editing yaitu melakukan pengecekan terhadap data-
data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah 
catatan itu cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses 
berikutnya. 
Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan 
menggunakan bentuk-bentuk metode analisa yaitu metode induktif “suatu 
metode pemikiran dengan menarik kesimpulan dari hal-hal atau gejala 
bersifat khusus ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini 
digunakan dalam membuat sebuah kesimpulan tentang batasan mengenai 
pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang pemberian hadiah 
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1. Pengertian Tenaga Kerja 
Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang ketenagakerjaan di sebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang 
yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
17
 Pengertian tenaga kerja 
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut menyempurnakan 
pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 
tentang ketentuan pokok ketenagakerjaan yang memberikan pengertian 
tenaga kerja adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di 
dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Pengertian tersebut tampak perbedaan yakni dalam Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tidak lagi memuat kata-kata baik di dalam maupun di 
luar hubungan kerja dan adanya penambahan kata sendiri pada kalimat 
memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat. Pengurangan kata di dalam 
maupun di luar hubungan kerja pada pengertian tenaga kerja tersebut sangat 
beralasan karena dapat mengacaukan makna tenaga kerja itu sendiri seakan-
akan ada yang di dalam dan ada pula yang di luar hubungan kerja serta tidak 
sesuai dengan konsep tenaga kerja dalam pengertian yang umum. Demikian 
halnya dengan penambahan kata sendiri pada kalimat memenuhi kebutuhan 
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sendiri dan masyarakat karena barang atau jasa yang dihasilkan oleh tenaga 
kerja tidak hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk diri sendiri, dengan 
demikian sekaligus menghilangkan kesan bahwa selama ini tenaga kerja 
hanya bekerja untuk orang lain dan melupakan diri sendiri. 
Pengertian tenaga kerja  dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1969 tersebut dipergunakan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Oleh karena itu, 
perlu penyesuaian demi keseragaman pengertian dengan mengacu pada 
Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sebagai induknya. 
Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok ketenagakerjaan yang 
memberikan pengertian tenaga kerja adalah “Setiap orang yang mampu 
melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna 
menghasilakn barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.  
Tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, 
orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar 
hubugan kerja.
18
 Sumarsono menyatakan tenaga kerja sebagai semua orang 
yang bersedia untuk bekerja. Pengertian tenaga kerja tersebut meliputi 
mereka yang bekerja untuk dirinya sendiri ataupun keluarga yang tidak 
menerima bayaran berupa upah atau mereka yang bekerja dan mampu untuk 
bekerja namun tidak ada kesempatan kerja sehingga terpaksa menganggur. 
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Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan  guna 
menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 
maupun untuk masyarakat.  
Dari pengertian tersebut tampak perbedaan yakni dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak lagi memuat kata-kata baik di dalam 
maupun di luar hubungan kerja dan adanya penambahan kata sendiri pada 
kalimat memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat. Pengurangan kata di 
dalam maupun di luar hubungan kerja pada pengertian tenaga kerja tersebut 
sangat beralasan karena dapat mengacaukan makna tenaga kerja itu sendiri  
seakan-akan yang ada di dalam dan ada pula di luar hubungan kerja serta 
tidak sesuai dengan konsep tenaga kerja dalam pengertian yang umum.
19
 
Demikian halnya dengan penambahan kata sendiri pada kalimat memenuhi 
kebutuhan sendiri dan masyarakat tetapi juga untuk diri sendiri, dengan 
demikian sekaligus menghilangkan kesan bahwa selama ini tenaga kerja 
hanya bekerja untuk orang lain dan melupakan dirinya sendiri. 
Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan di atas sejalan dengan pengertian tenaga kerja 
sebagaimana ditulis oleh Payaman J. Simanjuntak  (1985:2) bahwa pengertian 
tenaga kerja atau manpower adalah mencakup penduduk yang sudah atau 
sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain 
seperti sekolah  dan mengurus rumah tangga. Jadi semata-mata dilihat dari 
batas umur, untuk kepentingan sensus di Indonesia menggunakan batas umur 
                                                             





minimum 15 Tahun dan batas umur maksimum 55 tahun. Untuk jelasnya 
mengenai penduduk, angkatan kerja, dan tenaga kerja dapat digambarkan. 
Badan Pusat Statistik mendefinisikan tenaga kerja (manpower) sebagai 
seluruh penduduk dalam usia kerja (15 Tahun keatas) yang berpotensi 




1. Tenaga kerja penuh (full employed) adalah tenaga kerja yang mempunyai 
jumlah jam kerja lebih dari 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja 
tertentu sesuai dengan urutan tugas. 
2. Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (under employed), 
adalah tenaga kerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam seminggu. 
3. Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja 
(unemployed), adalah tenaga kerja dengan jam kerja 0 sampai 1 jam 
perminggu. 
Kelompok bukan angkatan kerja adalah : 
1. Mereka yang dalam studi. 
2. Golongan yang mengurus rumah tangga. 
3. Golongan penerima pendapatam yakni mereka yang tidak melakukan 
aktivitas ekonomi tapi memperoleh pendapatan misalnya pensiunan, 
penerima bunga deposito dan sejenisnya. 
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Angkatan kerja terdiri dari yang bekerja dan yang masih mencari 
pekerjaan (pengangguran). Yang bekerja terdiri dari yang bekerja penuh dan 
setengah menganggur. Setengah menganggur memiliki beberapa ciri yakni :  
a. Berdasarkan pendapatan, pendapatannya di bawah ketentuan upah 
minimum 
b. Produktivitas, kemampuan produktivitas di bawah standar yang 
ditetapkan 
c. Menurut pendidikan dan pekerjaan, jenis pendidikannya tidak sesuai 
dengan pekerjaan yang ditekuni 
d. Lain-lain, jam kerja kurang dari standar yang ada, misalnya dalam 
ketentuan ketenagakerjaan yang ada sekarang adalah, kurang dari 7 jam 
sehari dan atau 40  jam seminggu untuk waktu kerja 6 hari dalam 
seminggu. 
Sitanggang dan Nachrowi, memberikan ciri-ciri tenaga kerja yaitu 
tenaga kerja umumnya tersedia di pasar tenaga kerja dan biasanya siap untuk 
digunakan dalam suatu proses produksi barang dan jasa, kemudian 
perusahaan atau penerima tenaga kerja meminta tenaga kerja dari pasar 
tenaga kerja. Apabila tenaga kerja tersebut telah bekerja, maka mereka akan 
menerima imbalan berupa upah atau gaji dan tenaga kerja yang terampil 
merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang sangat dibutuhkan 
pada setiap perusahaan untuk mencapai tujuan.
21
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Istilah buruh sangat popular dalam dunia perburuhan atau 
ketenagakerjaan, selain istilah  ini sudah dipergunakan sejak lama bahkan 
mulai dari zaman penjajahan belanda juga karena peraturan Perundang-
Undangan yang lama (sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan) menggunakan istilah buruh. Pada zaman penjajahan 
belanda yang dimaksudkan dengan buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, 
tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar, orang-orang ini disebutnya 
sebagai blue collar, sedangkan yang melakukan pekerjaan di kantor 
pemerintah maupun swasta disebut sebagai karyawan atau pegawai white 
collar.
22
 Pembedaan yang membawa konsekuensi pada perbedaan perlakuan 
dan hak-hak tersebut oleh pemerintah belanda tidak terlepas dari upaya untuk 
memecah belah orang-orang pribumi.
23
 
Setelah bangsa kita merdeka tidak lagi mengenal perbedaan antara 
buruh halus dan buruh kasar, semua orang yang bekerja disektor swasta baik 
pada orang maupun badan hukum disebut buruh. Hal ini disebutkan dalam 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan 
perburuhan yakni buruh adalah barangsiapa yang bekerja pada majikan 
dengan menerima upah (Pasal 1 Ayat 1 ). 
Dalam perkembangan hukum perburuhan di indonesia, istilah buruh 
diupayakan untuk diganti dengan istilah pekerja, sebagaimana yang diusulkan 
oleh pemerintah (Depnaker) pada waktu kongres FBSI II Tahun 1985. Alasan 
pemerintah karena istilah buruh kurang sesuai dengan kepribadian bangsa, 
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buruh lebih cenderung menunjuk pada golongan yang selalu ditekan dan 
berada di bawah pihak lain yakni majikan. 
Berangkat dari sejarah penyebutan istilah buruh seperti di atas, 
menurut penulis istilah buruh kurang sesuai dengan perkembangan saat ini, 
buruh sekarang ini tidak lagi sama dengan buruh masa lalu yang hanya 
bekerja pada sektor nonformal seperti menjadi kuli, tukang dan sejenisnya, 
tetapi juga sector formal seperti bank, hotel dan perusahaan swasta lainnya.
24
 
Karena itu lebih tepat jika menyebutkanya diganti dengan istilah pekerja. 
Istilah pekerja juga sesuai dengan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Dasar 
1945 yang menyebutkan golongan-golongan adalah badan-badan seperti 
Koperasi, Serikat Pekerja, dan lain-lain badan kolektif .
25
 
Namun pada masa orde baru istilah pekerja khususnya serikat pekerja 
yang banyak diintervensi untuk kepentigan pemerintah, maka kalangan buruh 
trauma dengan penggunaan istilah tersebut sehingga untuk mengakomodir 
kepentingan buruh dan pemerintah, maka kedua istilah tersebut disandingkan. 
Dalam RUU Ketenagakerjaan (sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003) hanya menggunakan istilah pekerja saja, namun agar selaras 
dengan Undang-Undang yang lahir sebelumnya yakni Undang-Undang 
Nomor. 21 Tahun 2000 yang menggunakan istilah serikat buruh atau pekerja, 
maka kedua istilah tersebut diakomodir . 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 
Pasal 1 angka 4 memberikan pengertian pekerja atau buruh adalah setiap 
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orang yang bekerja dengan menerima upah atau Imbalan dalam bentuk lain. 
Pengertian ini agak umum namun maknanya lebih luas karena dapat 
mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, 
persekutuan, badan hukum dengan menerima upah atau imbalan dalam 
bentuk lain.
26
 Penegasan imbalan dalam bentuk lain ini perlu karena upah 
selama ini di indentikkan dengan uang, padahal ada pula buruh / pekerja yang 
menerima imbalan dalam bentuk barang.
27
 
Pengertian pengusaha dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 yaitu : 
1. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan 
suatu perusahaan milik sendiri 
2. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan 
perusahaan bukan miliknya 
3. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di 
indonesia mewakili perusahaan-perusahaan sebagaimana tersebut dalam 
huruf  dan b yang berkedudukan di luar negeri. 
Hukum perburuhan atau ketenagakerjaan merupkan spesies dari genus 
hukum umumnya.
28
 Berbicara tentang batasan pengertian hukum, hingga saat 
ini para ahli belum menemukan batasan yang baku serta memuaskan semua 
pihak tentang hukum, disebabkan karena hukum itu sendiri mempunyai 
bentuk serta segi yang sangat beragam. Ahli hukum berkebangsaan Belanda 
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J.van kan mendefinisikan  hukum sebagai keseluruhan tentang ketentuan-
ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan 
orang dalam masyarakat. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Wirjono  
Prajadikoro yang menyatakan bahwa hukum adalah serangkaian  peraturan 
mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan 
satu-satunya tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan dan ketertiban 
dalam masyarakat. Selain itu, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto 
menyebutkan Sembilan arti hukum yaitu : 
1. Ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan secara sistematis  atas dasar 
kekuatan pemikiran. 
2. Disiplin, yakni sebagai sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala 
yang dihadapi. 
3. Norma, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang 
pantas atau diharapkan. 
4. Tata hukum, yakni struktur dan perangkat norma-norma yang berlaku 
pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. 
5. Petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang 
berhubungan erat dengan penegakan hukum (law inforcement officer) 
6. Keputusan penguasa yakni hasil-hasil proses deskripsi. 
7. Proses pemerintahan yakni proses hubungan timbal balik antara unsur-





8. Sikap tindak atau perilakuan yang teratur yakni perikelakuan yang 
diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai 
kedamaian. 
9. Jalinan nilai yakni jalinan dari konsepsi tentang apa yang dianggap baik 
dan buruk. 
Pendapat di atas menunjukkan bahwa hukum itu mempunyai makna 
yang luas, namun demikian secara umum, hukum dapat dilihat sebagai norma 
yang mengandung nilai tertentu. Jika hukum dalam kajian ini dibatasi sebagai 
norma, tidak berarti hukum identik dengan norma, sebab norma merupakan 
pedoman manusia dalam bertingkah laku.
29
 Dengan demikian, dapat 
dikatakan bahwa norma hukum merupakan salah satu dari sekian banyak 
pedoman tingkah laku selain norma agama, kesopanan, dan kesusilaan. 
Dalam kepustakaan hukum yang ada selama ini selalu menyebutkan 
dengan istilah hukum perburuhan. Dalam bukunya, Imam Soepomo 
disebutkan mengenai definisi hukum perburuhan antara lain menurut 
Molennar yakni hukum perburuhan (arbeidstrect) adalah bagian dari hukum 
yang berlaku, yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dan 
antara buruh denga majikan, antara buruh dengan buruh, dan antara buruh 
dengan penguasa Mr. M.G. Levenbach menyebutkan bahwa hukum 
perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan keadaan kehidupan yang 
langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja. 
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Masalah ketenagakerjaan terus menerus mendapat perhatian dari 
berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat dan 
keluarga. Pemerintah melihat masalah ketenagakerjaan sebagai salah satu 
bahkan sentral pembangunan nasional, karena ketenagakerjaan itu pada 
hakikatnya adalah tenaga pembangunan bangsa yang banyak sumbangannya 
terhadap keberhasilan pembangunan bangsa termasuk pembangunan di sektor 




1. Memberdayakan  dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimum. 
2. Menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja 
yang sesuai dengan pembangunan nasional 
3. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan 
kesejahteraannya, dan 
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.   
2. Prinsip Ketenagakerjaan Dalam Islam 
Islam memberikan pandangan mengenai ketenagakerjaan, setidaknya 
ada empat prinsip untuk memuliakan hak-hak pekerja, termasuk dalam hal 
pengupahan.
31
 Dalam sejarah penghapusan sistem perbudakan merupakan 
salah satu tujuan kehadiran islam. Sejarah membuktikan, perbudakan 
langgeng dalam tata kehidupan masyarakat dunia sebelum masa kenabian.  
   Sumber fiqh dusturiyah pertama adalah al-qur‟an yaitu ayat-ayat yang 
berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil 
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kulliy dan semangat ajaran al-qur‟an.Kemudian kedua adalah hadis-hadis 
yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan Rasulullah SAW 
didalam menerapkan hukum. Fiqh siyasah dusturiyah merupakan sama halnya 
dengan undangundang dasar suatu Negara yang dijadikan rujukan aturan 
perundangundangan dalam menegakkan hukum.  
Menurut Abdul Khallaf Wahab prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam 
perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap 
anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, 
tanpa membedakan stratifikasi social, kekayaan, pendidikan, dan agama. 
Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan 
kaedah perundangundangan disuatu Negara untuk diterapkan, baik sumber 
material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun sumber 
penafsirannya. 
   Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok 
dan objek kajian undang-undang dasar.Inti persoalan dalam sumber konstitusi 
ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang 
diperintah yang harus menimbulkan kemaslahatan bersama.Perumusan 
konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pembentukan 
sejarah Negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun 
kebudayaanya. alam konstitusi itu harus sejalan dengan konspirasi dan jiwa 
masyarakat dalam Negara tersebut, karena itu merupakan cita-cita masyarakat 





Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada: 
a. Bidang Siyasah Tasyri‟iyyah, termasuk dalam persolan ahlul halli 
wa aqdi, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan 
non muslimin didalam satu Negara, seperti Undang-undang Dasar, 
Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan 
sebagainya. 
b. Bidang Siyasah Tanfidziyah, termasuk didalamnya persoalan 
imamah, persoalan bai‟ah, wizarah, waliy al-ahadi dan lain-lain. 
c. Bidang Siyasah Qadlaiyyah, termasuk di dalamnya masalah-
masalah peradilan. 
d. Bidang Siyasah Idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 
administratif dan kepegawaian 
Penghapusan perbudakan yang dikombinasikan dengan perspektif 
Islam tentang ketenagakerjaan, maka dapat disebutkan setidaknya ada empat 
prinsip untuk memuliakan hak-hak pekerja. 
1. Kemerdekaan Manusia 
Ajaran Islam yang direpresentasikan dengan aktivitas kesalehan 
sosial Rasulullah saw dengan tegas mendeklarasikan sikap anti 
perbudakan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang toleran 
dan berkeadilan. Islam tidak mentoleransi perbudakan dengan alasan 
apapun. Terlebih  lagi adanya jual beli pekerja dengan mengabaikan hak 





Penghapusan perbudakan menyiratkan pesan bahwa pada 
hakikatnya manusia ialah makhluk merdeka dan berhak menentukan 
kehidupannya sendiri tanpa kendali orang lain. Penghormatan atas 
independensi manusia, baik sebagai pekerja maupun berpredikat apapun, 
menunjukan bahwa ajaran islam mengutuk keras praktik jual-beli tenaga 
kerja. 
2. Prinsip Kemuliaan Derajat Manusia 
Menurut pandangan Islam setiap manusia apapun jenis 
pekerjaannya dalam posisi yang mulia asalkan masih dalam peraturan 
islam. Islam sangat mencintai umat muslim yang gigih bekerja untuk 
kehidupannya. Sebagaimana Allah menegaskan dalam QS. Al-Hujurat 
Ayat 13 : 
 
 ٰٓ ُكۡى ُشُعٕٗبا يََٰ َجَعۡهََُٰ َٔ أَُثَىَٰ  َٔ ٍ َذَكٖر  ُكى يِّ َا ٱنَُّاُس إََِّا َخهَۡقََُٰ أَيُّٓ
َ َعهِيٌى  ٌَّ ٱَّللَّ ُكۡىِۚ إِ ِ أَۡتقَىَٰ ٌَّ أَۡكَرَيُكۡى ِعَُد ٱَّللَّ  إِ
ِۚ
ْا ٰٕٓ قَبَآٰئَِم نِتََعاَرفُ َٔ
 ۞َخبِيٞر  
 
Artinya: Hai manusia kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. 
Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi 
allah ialah orang yang paling bertaqwa.
32
 
Dapat dipahami bahwa Islam sangat memuliakan nilai 
kemanusiaan setiap insan. Selain itu dalam dalil tersebut bahwa islam 
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tidak menyukai segala bentuk stereotype atas berbagai profesi  atau 
pekerjaan manusia. Stereotype adalah suatu pandangan untuk lebih 
menghormati orang yang memiliki pekerjaan yang menghasilkan banyak 
uang, serta menganggap remeh orang yang berprofesi rendahan. 
Kemuliaan orang yang bekerja terletak pada kontribusinya bagi 
kemudahan orang lain yang mempelajari jasa atau tenaganya . salah satu 
hadits yang popular  untuk menegaskan hal ini adalah  "Sebaik-baik 
manusia di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang 
lain" (HR. Bukhari dan Muslim).
33
 
3. Keadilan dan anti-diskriminasi 
Islam tidak mengenal sistem kasta atau kelas dalam kehidupannya, 
dan hal inipun berlaku dalam memandang dunia ketenagakerjaan. Terlebih 
jika seorang budak atau pekerja kelas kedua dibawah majikannya. Tentu 
saja hal ini sangat tidak disukai di dalam islam terlebih islam menjamin 
setiap orang yang bekerja memiliki hak yang setara dengan orang lain, 
termasuk atasan atau pimpinannya. Keadilan penting bagi kehidupan 
manusia demi terciptanya penghormatan dan hak-hak yang layak sesuai 
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 ٌَ يَزا ًِ ٱۡن َٔ َب  أَََزۡنَُا َيَعُُٓى ٱۡنِكتََٰ َٔ ِت  ََٰ نَقَۡد أَۡرَسۡهَُا ُرُسهََُا بِٱۡنبَيُِّ
فُِع نِيَقَُٕو ٱنَُّاُس بِٱنۡ  َيََُٰ َٔ ِّ بَۡأٞس َشِديٞد  أَََزۡنَُا ٱۡنَحِديَد فِي َٔ قِۡسِطِۖ 
ِٕيٌّ  َ قَ ٌَّ ٱَّللَّ ُرُسهَُّۥ بِٱۡنَغۡيِبِۚ إِ َٔ ُ َيٍ يَُُصُرُِۥ  نِيَۡعهََى ٱَّللَّ َٔ نِهَُّاِس 
 ۞َعِزيٞز  
  
Artinya: sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan 
membawa bukti-bukti yang nyata dan  telah kami turunkan 
bersama mereka Al-kitab dan neraca ( keadilan ) supaya 
manusia dapat melaksanakan keadilan.dan kami ciptakan besi 
yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai 
manfaat, ( supaya mereka mempergunakan besi itu ) dan supaya 
allah mengetahui siapa yang menolong ( agama ) nya dan 
rasul-rasulnya padahal allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya 
allah maha kuat lagi maha perkasa.
34
 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt telah mengutus para 
Rasul dengan bukti yang nyata yakni hujah-hujah yang jelas dan akurat 
yang di sampaikan melalui para malaikat, lafal alkitab dalam ayat tersebut 
sekalipun bentuk nya mufrad tetapi makna yang di maksud adalah jamak, 
yakni al-kutub (neraca) yang berarti keadilan. Keadilan yang dimaksud 
adalah sebuah perintah bagi manusia untuk berlaku adil bagi sesama, 
dengan menjunjung tinggi hak serta kewajiban yang di miliki oleh orang 
lain. 
Islam sangat mengajarkan agar umatnya untuk selalu menghargai 
orang yang bekerja.
35
 Islam melarang manusia memanggi pekerjanya 
dengan panggilan yang tidak baik, sebaliknya Islam menganjurkan 
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pemanggilan kepada orang yang bekerja dengan panggilan yang baik 
seperti “wahai pemudaku” untuk laki-laki dan “wahai pemudiku” untuk 
perempuan. Prinsip keadilan disini berkaitan dengan keadilan yang di 
lakukan oleh pengusaha yang adil dalam memberikan kompensasi atas apa 
yang dilakukan oleh seorang pekerja, adil dalam memilih tenaga kerja 
yang cocok untuk bidangnya dan juga keadilan bisa dilihat dari segi 
pekerja yaitu pekerja harus melalukan kewajiban seorang yaitu memenuhi 
semua kewajiban yang ada dalam perjanjian kerja pekerja harus 
bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai dengan 
perjanjian kerja dengan efisien dan jujur. 
4. Kelayakan Upah Pekerja 
Upah atau gaji adalah hak pemenuhkan ekonomi bagi pekerja yang 
menajdi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak 
yang mempekerjakannya.
36
 Masalah upah merupakan masalah yang 
penting, Islam sendiri memberikan pedoman kepada para pihak yang 
mempekerjakan orang lain yaitu mencakup dua hal, adil dan mencukupi.  
Islam sangat memperhatikan masalah aqad, hal ini termasuk salah 
satu bagian terpenting dalam kehidupan perekonomian. Setiap orang 
beriman wajib untuk menunaikan apa yang telah di perjanjikan baik yang 
berkaitan dengan pekerjaan, upah, waktu kerja dan sebagainya. Dalam hal 
ini perjanjian aqad diantara pekerja dan juga pengusaha haruslah jelas 
pekerjaan yang akan di lakukan oleh seorang pekerja dan juga besaran 
                                                             





konpensasi atas pekerjaan yang telah dilakukan dan kapan pekerja itu akan 
menerima konpensasi atas pekerjaan yang telah dilakukan dan kapan 
pekerja itu akan menerima konpensasi itu. Dengan adanya kejelasan aqad 
ini maka diharapkan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. 
Prinsip tersebut sebagaimana yang terangkum dalam sebuah hadits 
nabi yang diriwayatkan Ibnu Majah       
 َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر قَاَل قَاَل َرُسْوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم:
فَّ َعَرقُهُ َأْعطُوا اْ    )رواه ابن ماجه( أَلِجرَي َأْجرَُه قَ ْبَل َأْن َيَِ
 
Artinya :“ Dari „Abdullah ibn „Umar berkata Rasulullah saw berkata 
Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, 
dan beritahukan ketentuan gajinya terhadap apa yang 
dikerjakan.”(HR. Ibnu Majah) 
37
 
Seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah 
mengerjakan pekerjaannya, dan apabila terjadi penunggakan gaji pekerja, 
hal tersebut selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dengan 
prinsip keadilan dalam Islam. Lebih dari itu Islam juga mengajarkan agar 
pihak yang mempekerjakan orang lain mengindahkan akad atau 
kesepakatan mengenai sistem kerja dan sistem pengupahan, antara majikan 
dan pekerja. Jika adil dimaknai sebagai kejelasan serta proporsionalitas, 
maka kelayakan berbicara besaran upah yang diterima haruslah cukup dari 
segi kebutuhan pokok manusia, yaitu pangan, sandang serta papan.  Dalam 
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hal ini proporsionalitas tersebut dikenal dengan sistem UMR (Upah 
Minimum Regional).  
 
3. Perjanjian Kerja 
1. Pengertian Perjanjian kerja 
Pengertian perjanjian kerja ialah Perjanjian kerja yang dalam 
bahasa Belanda disebut arbeidsoverenkoms mempunyai beberapa 
pengertian. Pasal 1061 a KUHperdata memberikan pengertian sebagai 
berikut, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu 
(buruh) mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, 
simajikan untuk sewaktu-waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan 
menerima upah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni, 
perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja atau buruh dan 
pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan 
kewajiban kedua belah pihak.
38
 
Menyimak pengertian perjanjian kerja menurut KUHperdata seperti 
tersebut di atas tampak bahwa ciri khas perjanjian kerja adalah di bawah 
perintah pihak lain, di bawah perintah ini menunjukkan bahwa hubungan 
antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan bawahan dan atasan 
(subordinasi) pengusaha sebagai pihak yang lebih tinggi secara sosial-
ekonomi memberikan perintah kepada pihak pekerja atau buruh yang 







secara sosial-ekonomi mempunyai kedudukanyang lebih rendah untuk 
melakukan pekerjaan tertentu. Adanya wewenang perintah inilah yang 
membedakan antara perjanjian kerja dengan perjanjian lainnya.
39
 
Pengertian perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sifatnya lebih umum. Dikatakan lebih 
umum karena menunjuk pada hubungan antara pekerja dengan pengusaha 
yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Syarat 
kerja berkaitan dengan pengakuan terhadap serikat pekerja, sedangkan hak 
dan kewajiban para pihak seperti, waktu kerja, jaminan sosial, keselamatan 
dan kesehatan kerja, upah, dan lainnya. 
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2. Unsur-Unsur dalam Perjanjian Kerja Hubungan Kerja 
Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang ketenagakerjaan disebutkan hubungan kerja adalah hubungan 
antara pengusaha dengan buruh atau pekerja berdasarkan perjanjian kerja 
yang mempunyai unsur pekerjaan, perintah, dan upah. Berdasarkan 
pengertian tersebut jelaslah bahwa berbicara mengenai hubungan kerja 
tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerja karena syarat adanya 
hubungan kerja harus ada perjanjian kerja. Karena itu dapat ditarik 
beberapa unsur dari hubungan kerja yakni: 
e. Adanya unsur work  atau pekerjaan  
Dalam suatu hubungan kerja harus ada pekerjaan yang 
diperjanjikan, (objek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan 









sendiri oleh pekerja hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh 
orang lain. Hal ini dijelaskan dalam KUHperdata Pasal 1603 yang 
berbunyi, “buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya hanya dengan 
seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya”. Sifat 
pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi karena 
bersangkutan dengan keterampilan atau keahliannya, maka menurut 




f. Adanya unsur perintah (command) 
Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh 
pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada 
perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang 
diperjanjikan. Disinilah perbedaan hubungan kerja dengan hubungan 
lainnya, misalnya hubungan antara dokter dengan pasien, pengacara 
denga klien. Hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja 
karena dokter, pengacara tidak tunduk pada perintah pasien atau klien.
42
 
g. Adanya upah (pay) 
Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja 
(perjanjian kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang 
pekerja bekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah. 
Sehingga jika tidak ada unsur upah, maka suatu hubungan tersebut 
bukan merupakan hubungan kerja. Seperti seorang narapidana yang 
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diharuskan untuk melakukan pekerjaan tertentu, seorang mahsiswa 
perhotelan yang sedang melakukan praktik lapangan di hotel. 
3. Syarat sahnya perjanjian kerja 
Sebagai bagian dari pekerjaan pada umumnya, maka perjanjian 
kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam 
pasal 1320 KUHperdata. Ketentuan ini juga tertuang dalam Pasal 52 Ayat 
1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang 
menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar: 
a. Kesepakatan kedua belah pihak  
b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum 
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan 
d. Pekerjaan yang di perjanjikan tidak boleh bertentangan dengan 
ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut kesepakatan 
bagi yang mengikatkan dirinya maksudnya bahwa pihak-pihak yang 
mengadakan perjanjian kerja harus setuju atau sepakat, mengenai hal-hal 
yang diperjanjikan. Apa yang dikehendaki pihak yang satu dikehendaki 
pihak lain. Pihak pekerja menerima pekerjaan yang ditawarkan, dan pihak 
pengusaha menerima pekerja tersebut untuk dipekerjakan. 
Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak yang membuat 
perjanjian maksudnya pihak pekerja maupun pengusaha cukup membuat 





bersangkutan telah cukup umur. Ketentuan hukum ketenagakerjaan 
membarikan batasan umur minimal 18 tahun (Pasal 1 angka 26 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003) bagi seorang dianggap cukup membuat 
perjanjian kerja. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan memberikan pengecualian bagi anak yang berumur 13 
Tahun sampai dengan 15 Tahun untuk melakukan pekerjaan ringan 
sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, 
dan sosial. Selain itu seseorang dikatakan cukup membuat perjanjian jika 
orang tersebut tidak terganggu jiwanya atau dalam keadaan sehat wal‟afiat. 
Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dalam dalam istilah Pasal 
1320 KUHperdata adalah hal tertentu. Pekerjaan yang diperjanjikan 
merupakan objek dari penelitian kerja antara pekerja dengan pengusaha, 
yang akibatnya hukumnya melahirkan hak dan kewajiban para pihak. 
Objek perjanjian (pekerjaan) harus halal yakni tidak boleh 
bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. 
Jenis pekerjaan yang di perjanjikan merupakan salah satu unsur perjanjian 
kerja yang harus disebutkan secara jelas. Keempat syarat tersebut bersifat 
kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa 
perjanjian tersebut sah. Syarat kemauan bebas kedua belah pihak dan 
kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak dalam membuat perjanjian 
dalam hukum perdata disebut sebagai syarat subjektif karena menyangkut 
mengenai orang yang membuat perjanjian, sedangkan syarat adanya 





disebut sebagai syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Kalau 
syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum 
artinya dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Jika 
yang tidak dipenuhi syarat subjektif, maka akibat hukum dari perjanjian 
tersebut dapat di batalkan, pihak-pihak yang tidak memberikan persetujuan 
secara tidak bebas, demikian juga oleh orang tua atau wali pengampu bagi 
orang yang tidak cakap kepada hakim. Dengan demikian, perjanjian 
tersebut mempunyai kekuatan hukum selama belum dibatalkan oleh 
hakim. 
4. Bentuk dan jangka waktu perjanjian kerja 
 Perjanjian kerja dapat dimuat dalam bentuk lisan atau tertulis 
(Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). Secara 
normatif bentuk tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban para 




 Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara 
tertulis sekurang-kurangnya memuat keterangan: 
1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha  
2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh 
3. Jabatan atau jenis pekerjaan 
4. Tempat pekerjaan 
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5. Besarnya upah dan cara pembayaran 
6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 
pekerja atau buruh 
7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja 
8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat 
9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 
 Jangka waktu perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu 
bagi hubungan kerja yang dibatasi jangka waktu berlakunya, dan waktu 
tidak tertentu bagi hubungan kerja yang tidak dibatasi jangka waktu 
berlakunya atau selesainya pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja yang dibuat 
untuk waktu tertentu lazimnya disebut dengan perjanjian kerja kontrak 
atau perjanjian kerja tidak tetap. Status pekerjanya adalah pekerja tidak 
tetap atau pekerja kontrak. Sedangkan untuk perjanjian kerja yang dibuat 
untuk waktu tidak tertentu biasanya disebut dengan perjanjian kerja tetap 
dan dan status pekerjanya adalah pekerja tetap. 
5. Kewajiban  para pihak dalam perjanjian kerja 
a. Kewajiban buruh atau pekerja 
 Dalam KUHPerdata ketentuan mengenai kewajiban buruh atau 
pekerja diatur dalam Pasal 1603, 1603a, 1603b, dan 1603c KUHPerdata 
yang pada intinya adalah sebagai berikut: 
1) Buruh atau pekerja wajib melakukan pekerjaan; melakukan 
pekerjaan adalah tugas utama dari seorang peekrja yang harus 





dapat diwakilkan untuk itulah mengingat pekerjaan yang dilakukan 
oleh pekerja yang sangat pribadi sifatnya karena berkaitan dengan 
keterampilan dan keahliannya, maka berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan jika pekerja meninggal dunia, maka 
hubungan kerja berakhir dengan sendirinya (PHK demi hukum). 
2) Buruh atau pekerja wajib menaati aturan dan petunjuk majikan atau 
pengusaha dalam melakukan pekerjaan buruh atau pekerja wajib 
menaati petunjuk yang diberikan oleh pengusaha. 
3) Kewajiban membayar ganti rugi dan denda, jika buruh atau pekerja 
melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena 
kesengajaan atau kelalaian, maka sesuai dengan prinsip hukum 
pekerja wajib membayar ganti rugi dan denda. 
44
 
b. Kewajiban pengusaha 
1) Kewajiban membayar upah, dalam hubungan kerja kewajiban 
utama bagi pengusaha adalah membayar upah kepada pekerjanya 
secara tepat waktu. 
2) Kewajiban memberikan istirahat atau cuti 
3) Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan 
4) Kewajiban memberikan surat keterangan, kewajiban ini didasarkan 
pada ketentuan pasal 1602a KUHPerdata yang menentukan bahwa 
majikan atau pengusaha wajib memberikan surat keterangan yang 
diberi tanggal dan dibubuhi tanda tangan. 







4. Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 
 Pekerja harus diberi kesempatan untuk membela diri sebelum 
hubungan kerjanya diputus. Pengusaha harus melakukan segala upaya untuk 
menghindari memutuskan hubungan kerja. Pengusaha dan pekerja beserta 
serikat pekerja menegosiasikan pemutusan hubungan kerja tersebut dan 
mengusahakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.
45
 
Jika perundingan benar-benar tidak menghasilkan kesepakatan, 
pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja setelah 
memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial. Penetapan ini tidak diperlukan jika pekerja yang sedang dalam 
masa percobaan bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis, pekerja 
meminta untuk mengundurkan diri tanpa ada indikasi adanya tekanan atau 
intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan 
perjanjian kerja dengan waktu tertentu yang pertama, pekerja mencapai usia 
pensiun, dan jika pekerja meninggal dunia. 
Pengusaha harus mempekerjakan kembali atau memberi kompensasi 
kepada pekerja yang alasan pemutusan hubungan kerjanya ternyata ditemukan 
tidak adil. Jika pengusaha ingin mengurangi jumlah pekerja oleh karena 
perubahan dalam operasi, pengusaha pertama harus berusaha 
merundingkannya dengan pekerja atau serikat pekerja. Jika perundingan tidak 
menghasilkan kesepakatan, maka baik pengusaha maupun serikat pekerja 
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dapat mengajukan perselisihan tersebut kepada lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial. 
PHK merupakan suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya, 
khususnya dari kalangan buruh atau pekerja karena dengan PHK buruh atau 
pekerja yang bersangkutan akan kehilangan mata pencaharian untuk 
menghidupi diri dan keluarganya, karena itu semua pihak yang terlibat dalam 
hubungan industrial (pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau 
serikat buruh, dan pemerintah) dengan segala upaya harus mengusahakan agar 
jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. 
Pasal 153 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan menyebutkan pengusaha dilarang melakukan pemutusan 
hubungan kerja dengan alasan:
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1. Pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan 
dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-
menerus. 
2. Pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi 
kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
3. Pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. 
4. Pekerja/buruh menikah. 
5. Pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau 
menyusui bayinya. 
                                                             





6. Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan 
dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah 
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja 
bersama. 
7.  Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat 
pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat 
pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas 
kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 
8. Pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib 
mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan. 
9. Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, 
golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan. 
10. Pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, 
atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter 
yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. 
 Sebagaimana yang dimaksud di atas batal demi hukum dan 
pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja atau buruh yang 
bersangkutan. Jika pengusaha telah melakukan pemutusan hubungan kerja, 
maka terlebih dahulu harus merundingkannya dengan serikat buruh atau 
pekerja atau dengan buruh atau pekerja yang bersangkutan jika tidak 
menjadi anggota serikat buruh atau pekerja. Dalam hal perundingan benar-





memutuskan hubungan kerja dengan pekerja atau buruh setelah 
memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial (Pasal 151 Ayat 3). Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan 
dari lembaga yang berwenang batal demi hukum, kecuali alasan-alasan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 154 : 
a. Pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah 
dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya 
b. Pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara 
tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya 
tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai 
dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali 
c.  Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau 
peraturan perundang-undangan 
d. Pekerja/buruh meninggal dunia. 
B. Tinjauan Pustaka  
   Tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu adalah mengemukakan hasil 
penelitian yang terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian yang 
dilaksanakan tinjauan pustaka memuat telaah singkat, dan sistematis tentang 
permasalahan yang digali, mengungkapkan pemikiran atau teori-teori yang 
melandasi di lakukannya penelitian. Berikut ini saya paparkan beberapa judul 





   Skripsi karya Dodi Oscard Sirkas yang berjudul “analisis yuridis 
pemutusan hubungan kerja secara sepihak berdasarkan undang-undang nomor 
13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (studi kasus putusan mahkamah agung 
nomor 861 K/Pdt.Sus/2010)”. Hasil  penelitian,  proses pemutusan hubungan 
kerja berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang penyelesaian 
perselisihan diwajibkan untuk terlebih dahulu melakukan penyelesaian dengan 
perundingan bipatrit. Jika dalam perundingan bipatrit ini tercapai kesepakatan 
diantara kedua belah pihak, maka kesepakatan tersebut harus dituangkan 
dalam suatu perjanjian bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak 
untuk kemudian segera didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial pada 
pengadilan negeri diwilayah para pihak mengadakan perjanjian bersama 
tersebut. Jika dalam perundingan bipatrit ini tidak tercapai suatu kesepakatan, 
maka para pihak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perselisihan 
dengan tahapan tripatrit, yakni dengan melalui mediasi, konsiliasi atau 
arbitrase. 
      Skripsi karya Buchori Muslim Wibowo yang berjudul “analisis yuridis 
terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak berdasarkan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenegakerjaan dalam perspektif 
hukum perdata (studi putusan mahkamah agung RI nomor 1065L/PDT.SUS-
PHI/2016)”. Hasil penelitian, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja 
atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat 
kerja, hak dan kewajiban para pihak. Menurut Undang-Undang  nomor 13 





perjanjian kerja adalah hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja 
antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Proses penyelesaian hubungan 
industrial sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan 
melalui dua jalur, yaitu penyelesaian di luar pengadilan hubungan industrial 
dan penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial”. 
        Skripsi karya Choirunisa yang berjudul “Perlindungan hukum 
terhadap karyawan atas pemutusan hubungan kerja sector pangan di DKI 
Jakarta (analisa putusan Mahkamah Agung  Nomor 601 k/pdt.sus/2010)” 
Hasil penelitian, pada perkara terlihat tidak adanya upaya yang dilakukan 
perusahaan untuk menghindari PHK serta pemenuhan hak-hak asasi yang 
diatur dalam undang-undang dasar Republik Indonesia  untuk kesejehateraan 
tenaga kerja yakni hak untuk bekerja, tanpa diskriminasi, dan membeda-
bedakan status sosial pekerja yang mana nantinya dapat menimbulkan 
perselisihan hubungan kerja. Juga tidak adanya upaya dari pemerintah dalam 
melindungi warga negara dari diskriminasi yang dilakukan oleh pihak 
pengusaha sehingga terjadi pemutusan hubungan hubungan kerja yang 
mengakibatkan tercederainya hak-hak tenaga kerja. 
1. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Dodi Oscard Sirkas 
Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dodi Oscard Sirkas 





Perbedaannya terletak pada masalah yang akan diteliti, dimana 
peneliti menganalisis mengenai pemutusan hubungan kerja secara 
sepihak dan dengan menggunakan hukum islam, sedangkan peneliti 
terdahulu membahas mengenai putusan mahkamah agung. 
2. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Buchori Muslim Wibowo. 
   Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Buchori 
Muslim Wibowo yakni sama-sama membahas mengenai 
ketenagakerjaan. 
    Perbedaannya terletak pada masalah yang akan diteliti, dimana 
peneliti menganalisis mengenai pemutusan hubungan kerja secara 
sepihak dan dengan menggunakan hukum islam, sedangkan peneliti 
terdahulu mengenai putusan mahkamah agung tentang penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial. 
3. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Choirunisa 
       Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh  
Choirunnisa yakni sama-sama membahas mengenai ketenagakerjaan. 
           Perbedaannya terletak pada masalah yang akan diteliti, dimana 
peneliti menganalisis mengenai pemutusan hubungan kerja secara 
sepihak dan dengan menggunakan hukum islam, sedangkan peneliti 
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